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INTISARI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik  Final 
and Binding putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menganalisis relevansi 
putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan legislasi yang baik. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode 
pendekatan yang digunakan adalah politik hukum. Dalam penelitian ini diketahui 
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding tidak dapat dilakukan 
upaya hukum apapun. Pasal 24C UUD 1945 mengakibatkan tidak adanya mekanisme 
untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus dengan indikasi judicial 
corruption. Berkaitan dengan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 
Konstitusi tidak selalu patuh pada undang-undang dan hukum acara. Hal ini dapat 
dilihat dengan munculnya putusan-putusan yang tidak sesuai dengan karakteristik dari 
putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai 
positif legislator dan membuat putusan yang berlaku surut. Relevansi putusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan legislasi yang baik yaitu 
pembentuk undang-undang tidak memiliki upaya yang kuat dalam hal pembaharuan 
undang-undang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pembentuk undang-
undang tidak memberikan skala prioritas terhadap undang-undang yang dibatalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi. 
 
Kata kunci : Karakteristik Final and Binding, Mahkamah Konstitusi, positif 
Legislator, Legislasi. 
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ABSTRACT 

This study aimed to examine and analyze the characteristic of the final 
and binding decision of the constitutional court. This study also examined the  
relevance of constitution court sentence with the formation of good legislation. 
This is a normative legal research using legal policy approach. This research 
indicated that any legal effort cannot be taken for final and binding sentence. 
Article 24C of the 1945 Constitution resulted the absence of a mechanism to test 
constitutional court sentence that terminated with an indication of judicial 
corruption. Related to the characteristic of the constitution court sentence, the 
constitutional court does not always obey the law and procedural law. This can 
be seen by the existence of sentence which are not in accordance with the 
charactersistic of the constitutional court sentence itself, that is to establish itself 
as a positive legislator and make a sentence retroactive. Relevance of 
constitutional court sentence with the formation of good legislation, legislators 
did not have strong effort to dealing with reformation of law after the 
constitutional court sentence. Legislators did not give priority to the law which 
was canceled by the constitutional court. 

Keywords: Final and Binding Characteristic, The Constitutional Court, Positive 
Legislator, The Legislation. 
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